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ABSTRAK

Pengangkutan laut mempunyai peranan yang sangat penting, mengingat % luas dari
permukaan bumi adalah perairan. Peranan tersebut sangat penting bagi Negara atau daerah
seperti Indonesia sebagai Negara kepulauan. Pengangkutan di perairan merupakan kegiatan
mengangkut dan memindahkan barang dan/atau orang dalam suatu perjalanan/lebih dari suatu
pelabuhan kepelabuhan lainnya. PT. Semen-Padang-merupakan salah satu pihak pemakai jasa
di bidang pengangk t\da@\b,aerahmbéh&w:mg\fmepyegkakaa% pengangkutan salah
satunya adalah PT. Indobaruna Bulk Transport. Berdasarkan latar belakang diatas, maka
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses lahirnya perjanjian pengangkutan
semen antara PT. Semen Padangsdengan PT. Indobaruna Bulk Transport, bagaimana
pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara.PT. Semen 'Padang dengan PT.
Indobaruna Bulk Transport, serta apajpermasalahanwyang timbuldalam proses perjanjian serta
upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam ‘penelitian ini adalah
pendekatan yuridis st;siologis dengan’ menggunakan data primer dan data sekunder yang
diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian-data tersebut akan diolah dan
dianalisis secara deskriptif berupalifenggambaran “dari hal-hal te}tentu yang menjadi
permasalahan dalam fpenelitian. Ber@ig8arkan hasil, penelitian yang dilakukan, maka dapat
disimpulkan, proses Iahirnya perjanjian pengangkutan dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT.
Semen Padang untuk pemenuhan kebutuhan semen ke berbagai daerah, dan PT. Indobaruna
Bulk Transport sebagai salah satu penyedia jasa pengangkutan /kapal yang mempunyai
spesifikasi  khusus dalarrr—,,p@aksanaan pengangkutan semefl. Pelaksanaan perjanjian
pengangkutan semen ‘dituangkan: dalam*sebyah ‘dokumen perjanjian kerjasama. Sebelum
perjanjian kesepakatan\erbentuk kedua. helah_mhak saling“me /ga,tukan surat penawaran.
Permasalahan yang dthédaprel pmék.‘ﬁehchahét,gwnanmmﬂko kemungkinan kapal
tidak bisa bersandar karena adanya kapal" lain, sehlngga pihak PT. Semen Padang tetap
membayar biaya pencharteran. Untuk itu pihak pencharter harus lebih melakukan
perencanaan yang matang sehingga tidak mengalami kerugian dalam hal pembayaran, dan
bagi pihak tercharter dimana mereka harus menanggung terlebih dahulu semua biaya seperti
biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya sebelum biaya tersebut dibayarkan oleh
pihak PT. Semen Padang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup manusia yang

semakin lama semakin berkembang membuat kita saling membutuhkan satu

Salah satu cara manusia mengikatkan diri dengan orang lain adalah dengan
perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang mengikatkan diri dengan orang lain atau dimana dua orang saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya perjanjian maka

1 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1984, him.27.



seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala perbuatan
yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama karena itu merupakan undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya.Dalam hal manusia ingin memenuhi
kebutuhannya dibutuhkan suatu alat untuk mempermudah kegiatan tersebut,
seperti kegiatan pengangkutan, apalagi dengan keadaan geografis negara

Indonesia yang beribu-ribu pulau dimana setiap pulau dipisahkan oleh laut,

jadi untuk mempermudah_kegiatannya— dibutuhkan transportasi untuk
WERSYI‘AS ANDALA
mengangkut ﬁu benda-atau barang untuk dapat-men perrq jah kegiatannya

dalam melakukan suatu kegiatan khusu engangkUt n di laut. Sesuai
dengan fungsi dari t | a f},.,,, ang berguna sebagai
N e

o~ s

penunjang usaha pe JK - mémindahkan dan

mengangkut barang-barang

Dalam perjanjian Pl

pat lainny
1n k etentuan yang dipedomani adalah
s i)

Buku 111 KUH K: ata yal g ter
khusus. Subekt

v yfng berlaku bagi

perikatan yalt
K ED J A l AAN

Baglan\murﬁinis | bagaifr I‘f' fan hapusnya perikatan,
macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat
peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai
dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu,
misalnya jual-beli,sewa-menyewa, perjanjian perburuhan dsb, sedangkan
dalam perkembangannya dimungkinkan munculnya perjanjian baru
sesuai dengan kebutuhan manusia. Buku IIlI ini menganut asas
“kebebasan”  dalam  hal membuat perjanjian(beginsel  der
contractsvrijhrid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang
menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pernyataan
diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat leluasa membuat

dan suatu bagian

.q,\



perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan.?

Perjanjian lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah
pihak mengenai hal-hal yang menjadi objek perjanjian.

Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah
pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun
tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu
satu sama lain. Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya
kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu
penawaran (offerte).’

mengatur hubungan-hubungan hukum vyang terbit karena keperluan

pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu ke lain tempat

?R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 2003,
him.127.

® R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, him.26.



untuk memenuhi perikatan-perikatan, termasuk juga perjanjian-perjanjian
untuk memberikan perantaraan mendapatkan.*

Dalam dunia perdagangan kita akan mengenal istilah para produsen
(orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan) dan
konsumen (orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa hasil

produksi untuk memenuhi kebutuhan). Produsen akan selalu berusaha untuk

mendapatkan keuntungan dari-hasi a
NWERSITAS ANDA
umen mereka pun akan be ﬁa/w ndapatkan hasil

hanya tergantung dari nilai barangnya itu sendiri melainkan tergantung juga
pada letak dimana barang itu tersedia, meskipun barang yang dikirim dari
tempat asal murah pastilah tidak sama harga yang dijual sama karena salah satu
faktornya adanya biaya ongkos angkutan dengan begitu barang akan

menentukan stabilitas harga dalam penjualannya.

* Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
1991, him.5.



Pada dasarnya pengangkutan barang memegang peranan penting yaitu
sebagai salah satu faktor yang membuat nilai suatu barang itu tinggi atau
rendah. Karena nilai suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu
sendiri, tetapi juga tergantung kepada tempat dimana barang itu berada.

Sesuai dengan pendapat dari R. Soekardono yang mengatakan bahwa

dalam dunia perdagangan atau perusahaan masalah pengangkutan
+ 5

ANDAT 4
al tersebut maka daps

memegang peranan penting-seka
NIVERSITAS

Sehu Iﬁﬁ nga

dunia perdangah peranan._p

ikatakan bahwa dalam

gat ‘menentukan dan bersifat
usaha atau perusahaan tidak mungkin
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pedagang atau. ""m“v—w"' ‘
Menury t @nu..@ 0 aenge e pengangkutan
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mutlak. Sebab 7tanpa pe

dapat berjalan sebaga ut akan mengangkut

barang ketempat tujuan yang ya berdasarkan perjanjian

kedua belah i[]_ak yaitu peng@ girim atau pemakai jasa angkutan.

Barang-barang ampai ditangan
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N
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adalah:
Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman
membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan

pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya.®

*Soekardono R., Hukum Dagang Indonesia, PT. Rajawali, Bandung, 1989, him.22.

® R. Subekti. Aneka Perjanjian. PT. CiptaAditya Bakti, Bandung, 1979, him.69.



Pengangkutan pada umumnya dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu
pengangkutan darat dengan menggunakan alat angkut kereta api dan kendaraan
umum lainnya, pengangkutan udara dengan menggunakan alat angkut udara
dan pengangkutan laut menggunakan alat angkutan kapal. Untuk
menyelenggarakan pengangkutan di laut itu diperlukan suatu alat yang disebut

sebagai kapal.

Buku Il Kitak 1g kapal laut dan
muatannya”. Te v kan dalam pasal
309 KUHD, Kegua >'p ek-u u-;l |e'r an_ lain maka kapal

dianggap memuat-pefengkaparperle ykapanukapl: Yang diartikan dengan
perlengkapan-perlengkapan kapal adalah semua benda-benda yang
diperuntukkan tetap dipergunakan dengan kapal, dengan tidak merupakan

sebagian dari kapal”.

"R. Suryatin, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, him.186.
#sution Usman Adji,Op.Cit,hlm.217-218.



Mengutip pendapat dari J.T.A.M. Buffart dalam buku Wiwoho
Soedjono yang menyatakan bahwa :

kapal dapat termasuk sebagai kapal laut dan kapal pedalaman. Adapun
pentingnya penentuan pengertian kapal laut sehubungan dengan hal
adanya pendaftaran kapal. Sehubungan dengan titel 1 Buku 11 KUHD
tentang pengertian kapal laut, di Indonesia dikenal sejak tahun 1957
adanya perbedaan pengertian antara kapal laut dan kapal niaga, seperti
yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1957,
tanggal 16 Oktober, yang ditempatkan dalam Lembaran Negara No.
104/57. Menurut Peraturan Pemerintah yang diartikan dengan kapal
laut ialah setiap alat-pengangkuta ang dipergunakan atau yang

dim
._— ST / y /'T:
Untuk terciptanya suatu perjanjian pengangkutan_-!dak diperlukan
adanya syarat tertulis. ‘;:::"*& akat saja antara para pihak
~xXA
iadi : dan-par
telah terjadi adanya pe n dan para ak yang mengadakan

perjanjian itu telah te atur dalam pasal 1320

KUH Perdata tentang sahnyas@iatu p

Para '
sebagai chartersp :

semata-mata
<

akte yang disebut

/ D. Charter party
al: : a,dadljkan merupakan

syarat untuka,. /e

\I(\"K - A

Pasal 454 KUHD berbunyi:

“Masing-masing dari pihak-pihak dapat menginginkan supaya dari
perjanjian itu dibuat sepucuk akta. Akta itu bernama Charter partai”

Muatan barang meliputi berbagai jenis barang dan hewan yang diakui

sah oleh undang-undang. Pengaturan tentang pengangkutan orang terdapat

®Ibid. him.18.
O1hid. HIm 26



dalam titel V B pasal 521 KUHD sedangkan tentang Pengangkutan barang
diatur dalam titel V A buku Il KUHD. Kemajuan di bidang pengangkutan
terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan di
berbagai sektor salah satunya seperti sektor perdagangan, pengangkutan
mempercepat penyebaran perdagangan khususnya barang-barang yang berat.
Mengenai pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal laut diatur
dalam buku 11 KUHD _titel -\/—menge al__Penyediaan dan Penggunaan

RSITAS ANDA[ AcH
yang timbul dari i‘-lg-- suatu barang

Penyediaan

menggunakan ' jalur laut ada

4

keselamatan imuatan hinggal spmp yang dikirim dalam kondisi

peran dan tanggung jawab

-~~~
-~

perusahaan transport. F am pengangkutan barang

melalui laut] disini te an transport menjaga

baik, utuh dan sesuai denganiiviktu ah ditentukan. Namun pelaksanaan

Qt:‘::?,'_ .J C | Ul
ketepatan sampa -nn—.._v—.;w peHal ini salah satunya
= - e

disebabkan karel Q‘,'n'mu- ng._sulit, d idak +bisa diprediksi dan

,', K“:‘)JA',AAN I

peran perusa ama dalam hal

. ‘NP 3 ‘15;\ I .
ditebak karena bisa-bérubah®sewaktu-wakit g/ dengar begitu secara tidak

langsung merugikan pengirim barang dan menuntut adanya suatu proses
pertanggung jawaban dari pihak pengangkut.

Pengangkutan melalui jalur transportasi laut diminati dalam mengirim
barang angkutannya. Kelebihan pengangkutan di laut salah satunya adalah
daya angkutnya yang sangat besar, sehingga dapat menekan biaya satuan yang

merupakan daya tarik tersendiri bagi dunia perdagangan. Masalah-masalah



yang timbul tentang pertanggung jawaban perusahaan transport dalam
pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu persoalan yang
menarik karena bisa saja pengangkut berdalih mengatakan bahwa kerugian
yang diderita pengirim bukan merupakan kesalahan dari pihak pengangkut
tetapi lebih kepada keadaan overmacht (keadaan yang memaksa). Transportasi

laut dibutuhkan sebagai alat untuk mengangkut barang, mengangkut

penumpang maupun kegiatan lepa al-di_perairan laut Indonesia. Namun
- WERSITAS ANDAL
sangat disa W(q - gar_ini Kﬁ pal-kapal yang

peberapa tahun belaka
digunakan untuk kegiatan tersek pal yang dl iliki oleh pihak

asing. Hal tersebut di aan-pelayaran dalam negeri belum
~ o~

mampu untuk memt an sebagai kegiatan

pelayaran. Perusahaan pelaygr: emilih jJuntuk menyewa

kapal asing

sehingga mengalami

daripada haru§j imemt pal sendiri,

kerugian yang ahirkan Undang-

Undang Nomo \r.,.v‘y-" erupakan hasil dari

proses peru IS¢ ‘o»:‘@u’ y@‘ publiks_Lahirnya Undang-
0N '“ \(LDJA’A/\N »
Undang Nomor 47 a

nirnya prinsip  Asas

-

Cabotagedi Indonesia. Lahirnya prinsip Asas Cabotage tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 pasal 8, yaitu: (1) Kegiatan angkutan
laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan agkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal

berkewarganegaraan Indonesia. (2) Kapal asing dilarang mengangkut



penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia.

Aturan yang bersifat nasional ditemui dalam KUHD Buku Il BAB Va
tentang pengangkutan barang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 jo
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 Tentang Angkutan di Perairan karena

pengangkutan barang melalui eringkali

- NWERSITAS ANDA
ancaran arus barang dala

membutuhkan jasa pihak

perantara da alll ﬁ'n;@ﬁ perniagaan baik

dalam negeri maupun luar neger

-y
~n_ perdagangan membutuhkan
~

-~
-~
ntungkan.

Ny
~ NN

sarana transportasi yan hdang-undang Nomor 17

Tahun 2008; mengat g Jawab pengangkut

apabila terjadi permasalahan fse

D
& erak di bidang‘j.a pengangkutan

Salah satu perusahafih

barang adala sendiri merupakan

suatu perusahaa irvlf‘ dipasarkan keluar
daerah dan bahk - @‘ L-lm' "‘ﬂb n_barangnya sendiri

Ux K‘ D J A lAA N
dibutuhkan jasa-angktitan di dara i

( H
~ Hal ini membuat

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai pelaksanaan
perjanjian pengangkutan semen padang dengan menggunakan jalur laut.

Dalam hal ini PT. Semen Padang melakukan perjanjian dengan si
pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan barang sampai ke tempat

tujuan dengan selamat tanpa adanya penundaan pengiriman barang dan si

10



pengirim membayar sejumlah uang sebagai upah pengangkutan sesuai dengan

besarnya jumlah upah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sesuai dengan tujuan dari pengangkutan barang itu sendiri dimana
pihak perusahaan dalam hal ini adalah PT. Semen Padang melakukan
pengangkutan ke tempat tujuan dengan selamat tanpa ada yang kurang atau

cacat dan si pengirim berkewajiban membayar upah angkutan. Dalam

yang mengaki Peristiwa itu dapat

disebabkan : 2 diri atau faktor

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis
dapat merumuskan tiga pokok permasalahan tentang perjanjian pengangkutan

ini, yaitu:

1. Bagaimana proses lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara PT.

Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport
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2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen

Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport

3. Apa permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya

penyelesaiannya

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini

bertujuan sek F—"i ‘\_]ERSITAS ANDALAS .

D. Manfaat Penhn\

<

a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan

menghubungkan dengan praktek di lapangan.

c. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan di bidang ilmu

hukum sesuai dengan kemampuan penulis.
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2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi para pihak seperti
masyarakat, penegak hukum, bagi pengirim barang, dan pengusaha pelayaran

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode i_», dala isan-i .‘.‘:-
yuridis sosio igj_;émpiris) akni n.terhadap ma.s

ode pendekatan

dengan melihat

~ -7
“ ]
“’{a._}“oﬂlé 5 ta'faRt
N A,

norma hukum yang b yang ada dari

permasalahan yang ak

Sedangkan tipe penelifia adalah | tipe penelitian

]

an menggambar ‘.

=i

deskriptif ya tl.]."tipe penelitidhfyang suatu keadaan

tertentu, dala \

semenantara P v a Bulk Transport

< : >
R |

>

Jian pengangkutan

melalui laut.

CEDJAJAAN
NN

2. Jenis Dat,"‘\’TL:;;\ ém\“ﬁ
1. Data Sekunder
Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan data ini
merupakan data yang telah diolah, adapaun bahan hukum yang
digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu : Bahan hukum yang memiliki

kekuatan hukum mengikat yang datanya sudah ada dan diperoleh

13



melalui penelitian kepustakaan dalam hal ini berupa peraturan
perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
judul permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 17 Tahun

2008 Tentang Pelayaran.

b. Bahan hukum an hukum yang erat kaitannya

WERSITAS ANDAL,
um primer dan

u menganalisa,

o

memahami dan menje primer, antara lain : hasil

~~
”~
== o ) :
hasill penelitia | Kalangan praktisi hukum dan teori
N e :

Lo i o )

serta ﬁendapa

C. eiha»n hukum tdsie uKum'yang dapat memberi

.

informasi, petunju @dh pen terhadap bahaﬁ“_ um primer dan

baha un _ | , / yang membantu
menttir v
60 I X =

Data P

Data |n|“‘ Ipakan-data ya gsung oleh peneliti
melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dengan beberapa orang
di lingkungan PT. Semen Padang dan data ini sama sekali belum

terolah dan hanya dapat berupa hasil wawancara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

14



Populasi penelitian yaitu keseluruhan dari objek penelitian, yang
menjadi populasi penelitian dalam penulisan ini adalah PT. Semen
Padang.

b. Sampel Penelitian
Pada PT. Semen Padang dilakukan penarikan sampel dengan

menggunakan teknik Non-Probability Samplingdengan cara

ran perundang-

dengan masalah

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses
editing, yang dilakukan dengan meneliti kembali dan mengoreksi atau
melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan

agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

. Analisis Data

15



Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data
sekunder dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh
tersebut dikelompokkan serta dianalisis dengan cara menilai
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
menjawab permasalahan yang ada. Dengan demikian hasil yang
didapat akan mampu memberikan jawaban tentang pelaksanaan

----- padang menggunakan kapal laut.
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BAB |1
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian
Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku Il1 KUH Perdata

Bab Il Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa

perjanjian adalah suatu_perbuatan—dengan._mana satu orang atau lebih

“NIVERSITAS ANDA  ,

lerhadap satu orang Rumusan itu

para ahli, antara lain:
1. Abdul Kadir Muhammad
Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata
mengandung beberapa kelemahan seperti:

a. Hanya menyangkut perbuatan sepihak saja

17



Hal ini diketahui karena adanya satu pihak atau lebih yang
terikat pada satu pihak atau lebih lainnya. Kata kerja
“mengikatkan” sifatnya hanya satu pihak yang punya hak
dan pihak yang lain hanya punya kewajiban. Seharusnya
perumusan ini “saling mengikatkan dirinya”

b. Mengenai istilah perbuatan

Kata perbuatan-m up_juga tanpa konsensus, dimana di
N‘VERSITAS ANDAL

termasuk  perbuata n suka rela
1 indakan  melawan  hukum

nya dipakai persetujuan

alam lapangan hukum

[~

perjgl_'}i N perkawinan,

dkan dalam -rtiannya adalah

) - keluargal mise
- padahal | ﬂ
dalam lapangan

hu erjanji ang dikehendaki
Y e

va_adalah perjanjian

personal.

d. Tanpa menyebutkan tujuan

18



Dalam perumusan pasal tidak disebutkan tujuan untuk
mengadakan perjanjian, sehingga para pihak yang
mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.**
Karena itu menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta

— NIVERSITAS ANDA[ 4

kekayaan.

Perdata tidak

pengertian perjanjian tersebut berbunyi bahwa suatu perjanjian itu

merupakan suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau

1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, him.224.

12R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1987, HIm 28
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lebih mengikatkan diri dan atau saling mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih lainnya.*®
Berdasarkan banyaknya kelemahan dari pengertian perjanjian yang
diberikan oleh pasal 1313 KUH Perdata, maka para ahli mencoba
memberikan pengertian perjanjian dari sudut pandang mereka masing-
masing. Pengertian perjanjian menurut para sarjana antara lain:

a. Menurut R. an perjanjian adalah suatu

= NIVERSITAS ANDA [ ,
' va-dimana seseorang berjanji-kepada orang lain atau dimana

yar-oréng itu saling

melaksanakan suatu hal.**
“ 4 =%

kofo,~ mendefinisikan perjanjian itu
Ny
~ ~

-~~~

b. :enurut

dalah s ai harta benda antara

édua belah pihaks dale pthak berjanji atau dianggap
é;rjanji untuk riielakuk: u hal, sedangkaq pihak yang lain

dikemukakan berbeda-beda satti"sama lain, akan- tetapi, jika dilihat dari

maksud dan —tajuan'- perjanjian.._ It

disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

5

N
A O
enditi™-adalah sama. Dapat

a. Ada subjek perjanjian atau para pihak paling sedikit dua orang
b. Ada persetujuan antara para pihak

c. Ada tujuan yang akan dicapai

B1bid him 49
YSubekti,Op.Cit. him.1.

> Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Perjanjian, PT. Sumur, Bandung, 1989, him.9.
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d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban yang
dilaksanakan

e. Ada bentuk lisan maupun tulisan

f. Ada syarat-syarat tertentu yang merupakan isi dari perjanjian®®

Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian dapat dilihat dalam

buku Il KUH Perdata pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata

yang terdiri dari empat bagian-y
NWERSITAS ANDALA

1. Bagian|| tentang ketentuan umun (pasal-£313-
2. BFi.an 11 tentang — dlperlg

Jeitu perje

9)

untuk sahnya

3. Bagian |1 338-1341)

4. Bagi'an IV tentafig : e asal_}#-lBSl)

isarﬁping an di atas tgrdei:pt juga ketentuan-

/ t:
genai’p riratan bersyarat

ata. meng " kebatalan dan

ketentuan la

2. Syarat Sah Perjanjian
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan

18 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, him.79.

21



diberi akibat hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal

1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian:*’

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dikenal juga dengan istilah persetujuan kehendak,
maksudnya adalah kedua belah pihak atau subjek akan
melakukan suatu persetujuan sebagaimana yang terkandung di

dalam perjanjia tetapi persetujuan kehendak

erjanjian yang

A-stat

dilindungi oleh f etujuan kje dak tidak dapat

-~ ;
g~lain., Sepakat mereka yang
“ 3

s
-~
‘ ~

Faksaan (dwarng

dilihat a

mengike 1 p

-pihak tanpa adanya
g) dan penipuan (bedrog).

[’}:alam sepakatisifatnyz , tidak ada paksaan, tekanan, harus

ak ada paksaan

: .v.-r u tidak berada di
= ,4

bawah anca m:\..mo ekerasan-jasmani maupun rohani,

\J
CEDJAJAAN

U pros GO
dengan’ Kupa enakut-naku Salnya—dengan membuka
rahasia atau aib, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa
menyetujui perjanjian (pasal 1324 KUH Perdata)
Ada lima cara untuk terjadinya persesuaian pernyataan kehendak

yaitu dengan:*®

YIbid, him.228.

18 alim. HS, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,

2005, him 33
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a. bahasa yang sempurna dan tertulis;

b. bahasa yang sempurna secara lisan;

c. bahasa yang tidak sempurna asal diterima oleh pihak lawan;
d. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;

e. diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh

pihak lawan;

S =
bebas dan tidak mengandung ca@ acat di dalam

~

Ehendak d Qg g > e

. -NW‘%‘Q@M@ A’l@'b% A thak _haruslah perjanjian

AAA

| g %
-

lg) Paks ~ ~

~ Paksaan tarda 27 KUH Perdata, yaitu

oleh seseorang

I'-"";:berupa takadnan yang dirasaké;b"
4 7 er aknya. Paksaan
etapi juga harus
kekayaannya. Paksaan
'annya karena ia
takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau
akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui perjanjian
tersebut. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang, misalnya ancaman akan

menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan

'), Satrio, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, him.188.
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penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu
paksaan.
b) Kesesatan
Von Savigni membedakan kesesatan dalam dua kelompok:
- Kesesatan dalam motif

Kesesatan timbul karena kehendaknya muncul atas dasar

motif keli ng-dimaksud dengan motif disini adalah
NWERSITAS ANDALA -
[or yang pertama-tama ata U -'i ang paling jauh

=

E_\\, yang men an adanya ehendaki‘
-~ =
: ~ 2T
I R o~
I__ ) ~ NN

dak  dan pernyataan

I kehendak tide . \J

gl atau mengenal

/ ang mengadakan
v nP terjadi pada

: 3{;‘ Sec u- ope ' embuat kontrak

- Kesesatar¥ @apat , mengenai or

ang penyanyi yang
tersohor, ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya
namanya saja yang kebetulan yang sama. Kekhilafan
mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli
sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah

tetapi ternyata hanya turunan saja.
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c) Penipuan
Di dalam pasal 1328 KUH Perdata dinyatakan dengan tegas
yang berbunyi :
“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan
perjanjian. Apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah

satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata

bahwa pihak-yang-lain-tidak telah membuat perikatan itu,
{VERSITAS ANDA_

ak dilakukan tipu-m Penipuan tidak

1 /tahun atau sudah

29 KUH Perdata

at perikatan-perikatan,
jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.
Pada pasal 1330 KUH Perdata ditegaskan mengenai kelompok-

kelompok orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu

a. Orang-orang yang belum dewasa

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan,dan
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c. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan semua orang kepada siapa undang-undang

membuat perjanjian-perjanjian itu.

Ketiga kelompok orang yang dianggap tidak cakap di atas, dalam
hal membuat perjanjian mereka memerlukan wakil untuk

melakukan perbuatan hukumnya. Dalam hal anak di bawah umur,

akilinya adalah orang

108 dan 110 KUH Perdata, maka secara langsung ketidakcakapan
seorang wanita yang telah bersuami dicabut pula. Ini berarti
bahwa seorang wanita yang telah bersuami berwenang untuk
melakukan perbuatan hukum dan menghadap ke pengadilan tanpa

bantuan suaminya.
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Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

juga menegaskan:

Pasal 31 ayat (1): Hal dan kedudukan istri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat.

berhak  untuk

itu, juga dapat

dapat dilakukan

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian,
prestasi yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian atau
keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang
diadakan, prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya

dapat ditentukan. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian atau
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prestasi itu tidak dilakukan, tidak jelas bahkan tidak mungkin
dilaksanakan maka perjanjian itu batal demi hukum.

Menurut pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek
suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan

kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.?

‘VERSITAS ANDAL -
dijadikan objek perjanjiantersebiut bisa dalam pengertian

USUmO, prestasi adalah apa

a menjadi hak

prestasi terdiri atas

a. memberikan sesuatu;

b. berbuat sesuatu;

c. tidak berbuat sesuatu.

2Riduan Syahrani, Op.Cit, him.218.
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Objek dari suatu perjanjian haruslah jelas atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan. Hal ini berguna dalam menetapkan
hak dan kewajiban kedua belah pihak jika dikemudian hari terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak.

Suatu sebab yang halal (causa)

Kata causa berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah

pihak-pihak itu ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang
diserahkan. Dalam perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjian
adalah memerintahkan atau menghendaki matinya orang, pihak
yang disuruh membunuh menghendaki sejumlah uang sebagai

imbalan. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah
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lenyapnya orang dari muka bumi dan imbalannya sejumlah uang

yang dibayar atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Keempat syarat tersebut digolongkan atas dua kelompok yaitu syarat
subjektif dan syarat objektif. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif
merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang

mengadakan perjanjian yakni tentang kesepakatan mereka Yyang

mengikatkan dirinya dan kecakapan-para_pihak yang membuat perjanjian.
- NWERSITAS ANDA
Apabila ﬁ sdtu-syarat subjektif tidak terpehlihi maKa perjanjian itu

dapat dibatalkan artinya ihak yang membuat perjanjian
~ - il

dapat meminta ke pefjanjian: itu, dibatalkan. Dua syarat
”~

-~
~ N

yang terakhir berk a mengenai perjanjian

sendiri atau objek dari pérjg an. Apabila salah satu syarat

objektif tldak jiannya batal demi hukum yang

artinya b \ erjanji
3. Asas-asas,Per)

Agar_sl da v-o, , bagi para pihak

maka harus diperhatiks bErapa asas-asasitania Halam perjanjian, yaitu :
a. Asas konsesualitas
Kata konsensus berasal dari bahasa Latin yaitu consesus yang
artinya sepakat.
Asas konsensualitas ialah bahwa suatu perjanjian atau perikatan
telah lahir; seketika tercapai kata sepakat diantara kedua belah

pihak, atau dengan kata lain suatu perjanjian atau perikatan telah
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lahir pada detik tercapainya kata sepakat, dan perjanjian itu sudah
sah tanpa memerlukan suatu formalitas.**

b. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk

membuat dan mengadakan perjanjian serta untuk menyusun dan

~=-
~

membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban
efientljan pasa  Perd:

m nyatakﬁ wa:
'~ ——

= ~ )

Suatu  sekt ng ",*:f;* dilarang oleh undang-
[ e N

~ ~

[

hang, a silaan atau ketertiban

2

um.

P

Dalam asas kebeBdsan b

4

ak mengandung. pengertian bahwa

/ juga, baik yang

te‘a -uv ang belum diatur oleh
unda g-un -@ka. "’ﬁm 0 pasal 1338 ayat

KEDJAJA/\N
(o

SE

13

s ! . <
- -%i

BANG

) (i Per.
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”
Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

2! Hari Saherodji, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Aksara Baru, Jakarta, 1980, him.88.
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3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjiannya (tertulis atau lisan)
c. Perjanjian  berlaku sebagai undang-undang (Asas Pacta Sunt
Servanda)
Diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka nya.

NWERSITAS ANDAL _
dya-tkat perjanjian hanya berlaku fantaraipara pihak yang

asas-asas tambahan
8

a setiap orang

estasi yang timbul

yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak membeda-
bedakan antara satu dengan yang lainnya.

c. Asas keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah

pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

22 3alim HS. Loc-cit
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d. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah kepastian dari kekuatan

mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi yang

membuatnya.

e. Asas moral, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang untuk tidak

i\

dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasinya. Hal ini

terlihat dalam zaakwarnemingyaitu seseorang melakukan perbuatan

dengan sukarela (mac g-bersangkutan mempunyai kewajiban
‘VERSITAS ANDAT

| untuk-meneruskan dan menyete ﬂuatannya. Salah
!tt::;faktor yang rang..me akukan perbuatan

ilium itu esusilaa ral)jlrena panggilan
”~ r—
hatinya.
/.éés__kepatutan, DEe Uan isi Prjanjian apakah

@k&:'bertentan o de undang-undang; . kesusilaan dan
- 3yl A o <1

hanya mengikat
L-\,ad

. rs. an- tetapl, ada juga hal-hal

yang men ; asaan 1a

h. Asas perlindungan, mengandung pengertian para pihak yang

mengadakan perjanjian harus dilindungi oleh hukum.
Asas iktikad baik (good faith) yang tercantum di dalam pasal 1338
ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”
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4. Jenis-jenis Perjanjian
1. Perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, dibagi atas lima
macam, yaitu :
a. Perjanjian yang terletak dalam lapangan keluarga (Familie
Rechtelijke Overeenkomst)
Perjanjian dalam lapangan hukum keluarga adalah suatu perjanjian

dimana akibat hukum-—yang—ditujukan terletak dalam lapangan

rﬁm ra pihak yakni
n, ini ditetapkan oleh undang-

kebendaan dengan mengindahkan ketentuan khusus sebagaimana
disyaratkan oleh undang-undang.

c. Perjanjian yang terletak dalam lapangan hukum pembuktian
Pada perjanjian ini dimana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa
yang dapat digunakan dalam hal terjadinya perselisihan antara para

pihak yang mana di dalamnya dapat pula ditentukan kekuatan
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pembuktian sebagaimana akan diberikan oleh para pihak terhadap
suatu alat bukti tertentu.

d. Perjanjian dalam lapangan hukum publik (Publike Rechtelijke
Oveerenkomst)
Perjanjian bersifat hukum publik ialah perjanjian yang dilaksanakan

oleh badan-badan pemerintahan yang dikuasai oleh hukum publik,

misalnya perjanjian-ikatan-dinas-dalam lapangan hukum administrasi
UNWERSITAS ANDALAS -

e. Perjanji ) apar : kekayaargj
4 aAiian.va '

Qbligatoir)

Dalam

.(':
adalah perjanjian yang

memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.
Perjanjian timbal balik merupakan pekerjaan yang paling umum
terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual

beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

28 Subekti, B. Op-cit, him.14-16.
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Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban
kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian
hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyeraahkan benda yang
menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda
yang diberikan itu.

Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban

berprestasi kedua -be atau salah satu pihak. Prestasi

| berupa benda berwujudbaik-ber 3
" e 50 judyberupahak

- -~ .

unyai--arti spenting \dalam praktek,
Ny ‘

-~ A

maupun tidak

ntuk menghuni

- 0asal 1266 KUH

Pe (?ata.

janjian Bernamg @lan Ti rnama

Perjanjian , A . ai nama sendiri,
ya \ V il khusus karena
ju ak ya t rba u. 141-,; pell; menyewa,
/\ \(LDJA,A/\N
pertangguAgan.e o .

-

\

B l\\h

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai
nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan nama pihak
yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa

menimbulkan manfaat pada dirinya sendiri.
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Perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan
masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau tidak
berbuat sesuatu (pasal 2324 KUH Perdata).

d. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada

persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian riil adalah-p ian—yang disamping ada persetujuan

NNERSITAS ANDALA
juga-sekaligus harus ada penyeranal

pendirian PT (perseroan terbatas), perjanjian perdamaian. Perjanjian
ini lahir secara adanya pembuatan akta.
5. Berakhirnya Perjanjian
Dalam pasal 1381 KUH Perdata diatur tentang berakhirnya
perikatan, yaitu :

a. Pembayaran (pasal 1382-1403 KUH Perdata)
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Tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi
terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan juga memenuhi unsur
pembayaran

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan (pasal 1404-1412 KUH Perdata)

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan

ikan-termasuk waktu pemenuhannya, namun
asi tersebut dapat dipenu '”gg?l m waktu yang

berhutang dap a sebelum jatuh

temy J maka perjanjg

Pema/ruan utang (pasal

perjanjian sebab
lan lama yang

karena berubahnya

pergantian pihak debitur karena berubahnya perjanjian pengikatan jual
beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu
melunasi sisa pembayaran.

d. Perjumpaan utang (pasal 1425-1435 KUH Perdata)
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Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling
mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap
terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

Percampuran utang (pasal 1436-1437 KUH Perdata)

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat

menyebabkan terjadinya percampuran utang Yyang mengakhiri

Lﬁ sewa berakhir
d\fu asi.

g belum

{{INIVER
ena—dibelinya rumah sebe

terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang
diperjanjikan tidak ada.

. Kebatalan atau pembatalan (pasal 1446-1456 KUH Perdata)

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan
perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian

tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan yang
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disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya

perjanjian. Terjadinya pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur

dalam perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata atu dengan

putusan pengadilan yang didasakan pada pasal 1266 KUH Perdata.
i.Pembatalan

pembatalan_perja enutlinya syarat batal yang

~=
~

disey T@ti,\dalam perjanj
j.Lewat Ektu ata

Menurut R berakhir atau hapus

disebabkah karena hal-halsahac

[éjtehtukan dalg@i perja yleh para pihak,"-'i-

/ latu perjanjian,
c. "u’vﬁ” an bahwa dengan
erjadinya lamh}«ulmfﬂr‘- :rakhir

.

a.

b.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim,
f.  Tujuan perjanjian telah tercapai,

g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping)

2 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1997, him.69.

40



B. Tinjauan umum Tentang Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan pada umumnya diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Dari beberapa peraturan perundang-undangan belum
ditemui rumusan tentang pengertian pengangkutan. Ada beberapa

pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu :

Menurut H.M.N. Purwosutjipto-:

WERSITAS ANDA
adalah perjanjian fi

Peng fara pengangkut

~=-
~

den zp-;pengirim dir

4

membayar uang angk

.

Menurut Abdul Kadif IMuh 1

menglk an diri untuk

menyelengga

A etemp t tujuan tertentu

dengan sela gikatkan diri untuk

4

Penga | _ | . pihak pengangkut

mengii N © pengangkutan barang dan
atau 0', pano 0@:‘“-. .uli@:r’

DA @ -, dengan selamat,

/ ‘.H;
dan pengirini a jenumpang

atkan™diri untuk membayar

pengangkutan tersebut.?

Menurut R. Soekardono :

% H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan,
Jakarta, 1987, him.2.

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Laut dan Udara, PT. Citra Aditya
Bakti, 1994, him.20.
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Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, pada masa pihak
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

barang atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya

(pengirim,
menunaikan pembayaran

tersebut.?’

2. Jenis-Jenis Pengangkutan
{VERSITAS ANDA
a. Pengzl_mp at ‘ A§' ?

~=-
=

Pen mkdtan dara

ang ui yang

4

tent ﬁg ‘pengangkuta

mermakai als

per (’jgﬁg'-undan gafll fyang
kebebs l

darat lewat.jala

Pengen;
0]
1) KUF

<

P, B

[~

penerima  atau

biaya

latal

.o::’ glatur dalam

CEDJAJAAN

penumpang) berkeharusan untuk

tertentu untuk pengangkutan

tan den§ memakai alat
~—~ .
araan-lewatijalan darat, yaitu dengan
N e :
o~ N

tuan |yang mengatur

darat ini adalah berbagai

bungan dengan. darat, dan asas

rak pengangkutan

=

-z

q';

A N
ai pasal 90-98. Dalam

35

bagian ini diatur sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi

hanya khusus pengangkutan barang.?

%’ Soekardono.R, Hukum Dagang Indonesia, Jilid Il Bagian | Pengangkutan Darat, PT.

Rajawali, Jakarta, 1981,him.62.

% Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis — Menata Bisnis Modern di Era Global, PT.

Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung, him.270.

2 pyrwosutjipto, Loc-Cit
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2) Pengaturan-pengaturan khusus lainnya yaitu Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Pengangkutan Udara
Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang
dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter.

Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan ini adalah

kebebasan berkontr T Uat' kontrak pengangkutan

Pen z;hgkuta

a. Undang- 58-1959), tentang

e

Iluen_erbangan”. Ut engatur tfe tang : larangan

£

en;rbangan, pefidaftara ebangsaan p'es'éi: -pesawat udara,

erbang, Dewan

_ ng mengatur lalu

an, tanda-tanda dan

isyarat-isyarat yang harus dipergunakan dalam penerbangan dan
lain-lain.

c. Verordening Toezicht Luchtvaart (S. 1936-426), yang merupakan

peraturan pengawasan atas penerbangan dan mengatur antara lain

**Munir Fuady, Op.Cit, him.271.

# Sution Usman Adji, dkk B, Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT. Rineka Cipta,
1992, Jakarta, HIm 71
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pengawasan atas personal penerbangan, syarat-syarat jasmani,
surat tanda kecakapan sebagai ahli mesin dan ahli radio,
pengawasan atas materil/ penerbangan.

d. Luchtvaartquarantine Ordonnantie (S. 1939-149 jo S 1930-150),
yang mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan

pencegahan disebarkannya penyakit menular oleh penumpang-

N\VERSITAS ANDAL -
=Ordonnantie 339- “Ordonansi

arter Kapal, KUHD

ang-Barang, KUHD

Buku Il Bab-B tentang Pengangkutan Orang.

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PP No.
82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di perairan, Kep.Men, No. 33

Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut.

%2 H.M.N Purwosutjipto, B,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum
Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1985, him.3.
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Dalam pengangkutan laut ada dua jenis pengangkutan yaitu :

a. Pengangkutan Orang
Dalam perjanjian pengangkutan orang, dapat dibedakan
perjanjian pengangkutan yang mengangkut banyak orang sehingga
membutuhkan seluruh ruang kapal atau sebagian dari kapal. Dalam

hal pengangkutan orang tidak berlaku peraturan mengenai

o

rE--u sendiri yang menjadi a alam  perjanjian

. _ﬁaéngkuta

Pen aturrdalaim KUHD Buku 11 Bab

-
-b dari p

i pgangkutan B:

' ur tentang penga gkutan barang

apat dalam ' ‘/: 502t, The Hague
R“ ut PP} ‘__Bun 1999 sebagai

=
ahur 21 Tahun 1992

e

3. Sifat-sifat Perjanjian Pengangkutan

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak vyaitu

pengangkut dan pengirim sama tinggi tidak didasarkan atas hubungan kerja

buruh dan majikan atau bersifat koordinasi (Gecoordineerd). Pasal 1601

KUH Perdata menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan

sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk
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itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh
kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang
lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan
pekerjaan.

Beberapa pendapat mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan:

1. Pelayanan Berkala

- N‘VERSITAS ANDA -

idnya-—disini an- an pengirim  dan
pargan\gkut tidak sarkan kebutuhan
pair?girim. Ve terjadi apabila

4

pahgirim ‘

rl’éeb_ut.

2. Bemborongan |

P \ an mana pihak
yaiig "~-V"‘ :ae“ye'enggaraka”

suatusperset 1@.(1@ n,-dengan, menerima suatu
U™ Y EDJAJAAN s
harga-yang dite TR ) P, BAY

lui pengangkutan

3. Campuran
Pada pengangkutan ada unsur melakukan pekerjaan (pelayanan
berkala) dan unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban
untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menyimpan barang-

barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut (pasal 466, 468

ayat 1 KUHD).
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4. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan

Dalam menyelenggarakan suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang
berkepentingan di dalamnya baik pengangkutan orang ataupun
pengangkutan barang. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan orang
dibuktikan dengan adanya karcis penumpang. Hak ini ditegaskan dalam

pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 yang menyatakan :

lapa yang baik

ay certer menurut

menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau
sebagian melalui lautan”.

Pasal 521 KUHD (Pengangkutan Orang) :

“Pengangkutan dalam bab ini adalah barang siapa yang baik

dengan suatu certer menurut waktu atau certer menurut perjalanan

% purwosutjipto, A, Op-Cit, him.3.
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baik dengan persetujuan lain, mengikat dirinya untuk
menyelenggarakan pengangkutan (penumpang) seluruhnya atau
sebagian melalui lautan”.
2. Pengirim/ Ekspeditur/ Penumpang
Yang dimaksud dengan pengirim juga tidak ada definisinya

dalam KUHD. Tetapi dilihat dari kenyataan, maka siapa-siapa yang

dimaksud dengan penumpang-kapal menurut Wiwoho Soedjono
UNWERSITAS ANDALAS -

o
-~ Wor
~

[*‘_;Semua orang

~_ pal, kec171-a_11 n hkoda, perwira-
-~ - “Aﬁ : . il A
wak-kapal atau dapat pula dikatakan,
N e p—
~

perwira kaj

mua ora pal tetapi yang nama-

manya tidak dig:

e

tftar bahari i

E}enijmpang ~ isini atkan d|r|nya dalam perjanjian

pe \
ditetapka

! junaan.jasa angkutan sehingga
,AJ
pai k % e B

mlah uang yang

Dalam penjelasan pasal 86 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.
21 Tahun 1992 menyatakan :
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang atau badan

hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal tetapi

* Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut, Cetakan I, Bina
Aksara, Jakarta, 1982, him.47.

48



meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian
kapal.
C. Tinjauan Khusus tentang Pengangkutan Laut
1. Pengertian dan Pengaturan Pengangkutan Laut
Dalam Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak diberikan
definisi secara khusus tentang pengangkutan, tetapi dari pasal 466

bagai-acuan dalam mengambil pengertian

seluas laut yang terdapat di bumi, hanya dibatasi hingga negara-negara
pantai yaitu negara yang mempunyai laut sebagai batas teritorialnya.
Pengaturan pengangkutan dapat dijumpai di dalam:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
a. Buku Il Bab VV KUHD tentang Perjanjian Carter Kapal

b. Buku Il Bab V KUHD tentang Pengangkutan Barang
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c. Buku Il Bab V KUHD tentang Pengangkutan Orang

2. KUH Perdata, terutama buku 11 dan buku 111

3. Peraturan-peraturan tersendiri yang bersifat nasional
a. Peraturan-peraturan tentang Pendaftaran Kapal Tahun 1933
LN. 1933 No. 48

b. Peraturan-peraturan tentang Surat-Surat Laut dan Kapal

Tahun 1933 sampai

NWERSITAS ANDA
aturan-=peraturan mengenai

Fa_ut (PP No

d. Perat

araan Angkutan

1988 tentang

Penyele

ie Peraturan Re ahun 1999 * tang Angkutan
diPerairan ‘ : ‘

ang-undang No.

"

s

ptvication Of Certain
Rules Relating Bill Of Lading, yang diadakan di Den Haag
tanggal 25 Agustus 1924 yang dikenal dengan Hague Rules.

b. Hamburg Convetion 1978 (United Convetion On The
Carriage Of Good By Sea) merupakan konvesi yang

diadakan oleh PBB tentang pengangkutan barang-barang di
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laut dan ketegasan-ketegasan pertanggung jawaban angkutan
laut.
2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut
Dalam pengangkutan laut pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian
adalah:

a. Pihak Pengirim atau ekspeditur dan penumpang

b. Pihak pengangkut
. vaERSlTAS ANDALA

atau ekspeditur dan"penur '

mpang disinggung

]

1. Nama dan berat serta ukuran barang-barang yang diangkut,
begitupun merek-merek dan bilangannya

2. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya

3. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu

4. Jumlah upahan pengangkut

5. Tanggal
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6. Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur  harus
membukukannya dalam register hariannya”
Pengirim yang lazimnya sebagai pemilik barang adakalanya
tidak begitu paham mengenai seluk beluk dunia pengangkutan
sehingga ia membutuhkan jasa ekspeditur dan untuk sekaligus

menutup perjanjian pengangkutan atas namanya. Bila hal

demikian _terjadi—maka-yang. dianggap sebagai pihak dalam
1\“\zERSITAS ANDALA

rjanjian-pengangkutan adalah ekspéd
Mengenai hak d ban pengirim adalah:
b

2z H
=
“Aﬂ“ 4 __".11
' pengganti te : ara.daii mualim (mate’s
-

a. Ha -~ —

-~~~
-~
~

~
~ 2 Bill

I 1. CJ Ladingsebagai

receipt)l diat pasal 504 ayat 1 KUHD

Df Lading yang

atur.dalam pasal 506 ayat 4

1. Menyerahkan barang yang akan dikirim itu dalam
keadaan baik dan telah memenuhi syarat untuk
diangkut (pasal 468 KUHD)

2. Pengirim wajib menyerahkan surat-surat atau

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk

52



pengangkutan tersebut sebagaimana dengan mestinya
(pasal 479 KUHD)

3. Pengirim wajib memberikan keterangan-keterangan
yang benar dan lengkap tentang sifat atau macam
barang yang akan diangkut (pasal 479 KUHD)

B. Pihak pengangkut

emui dalam pasal 466 KUHD dan

/ ini ialah barang
enurut waktu atau carter

atu_ perjanjian  lain,
orang (penumpang) Yyang seluruhnya atau sebagian melalui
lautan”.

Mengenai hak dan kewajiban pengangkut adalah sebagai berikut:

a. Hak Pengangkut
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1. Hak untuk memperolen upah atas pelaksanaan
pengangkutan yang disebutkan juga dengan uang
tambang (pasal 491 KUHD)

2. Hak untuk mengeluarkan Bill Of Lading sesuai dengan
pasal 505 KUHD

3. Hak untuk minta jaminan atas pembayaran yang harus

N\VE

“Kewajiban Pengangkut y i
FJT‘ Pengang jib menga gkut,g umpang dan atau

L)
~ o~
Aleati

Sepakati- | 'nji&J pengangkutan (

f

[~

2 esela@} an barang yang

saat diterimanya hingga saat

UHD)

\_v_,., kerugian, yang
— g

babkan ke ‘-u“' Ng u“@ pat diserahkan atau

% 'I ami kerusaka '. 4683 t2 KUHD)

4. Pengangkut  wajib  mengusahakan keamanan

penumpang sejak saat masuk ke kapal sampai saat

keluar dari kapal (pasal 522 KUHD)
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3. Perantara Pengangkutan di Laut
Dalam perjanjian pengangkutan adakalanya juga melibatkan pihak
lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terlibat
secara tidak langsung itu antara lain adalah perantara pengangkutan,
sekalipun perantara pengangkutan seperti ekspeditur melibatkan diri
secara langsung dalam perjanjian pengangkutan atas namanya sendiri.

Perantara pengangkutan.i

/ (darat, laut dan
i vur S |t|1r dan pengusaha
adan @\ m’ tan--Ia _-"rdapat perantara

Ae, pengatur muatan,

perusahaan veem.

A. Ekspeditur
Mengenai ekspeditur diatur dalam KUHD, Buku I, Bab V, Bagian II,
pasal 86-90. Ekspeditur adalah orang, yang pekerjaannya menyuruh
orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang

dagangan dan barang-barang lainnya melalui daratan atau perairan.
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Dalam hubungan antara si pengirim dengan ekspeditur sebagai
penjual jasa, terdapat suatu perjanjian antara mereka yang disebut dengan
perjanjian ekspedisi. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai
perjanjian ekspedisi itu yakni:

1. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian

ekspedisi terdapat dua pihak vyaitu pengirim disatu pihak dan

ekspeditur di pihak_la ekspeditur mencarikan pengangkut,
NNERSITAS ANDAL

seda engirim berkewajiban mebayal f)’a)j

2. Perjpjiah' ekspedisi_b ~perjanjian pelayan n ‘berkala. Dalam
perjanjian ini rus-menert etapl-‘-l:ar5|fat insidentil

Ny
NN
atau berkala s

. Perjﬁjian ekspedisl, b Kuasa (lastgeving). Dalam

perjanjian ini ekspe@ifur sef a tak lain sebagailpenerima kuasa

dari \ : A : hila dia menutup
i L 12

perjanjie
4, Perj‘{‘" : @.u. .(glm e ','
TN KEDJAJAA N ; <
Komisioner' fads eseorang - yangmsmeénjalankan perusahaannya

(komisioner).

s

dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas

amanat dan tanggungan dari orang lain dan dengan menerima upah.
Jadi ekspeditur adalah sebagai komisioner bila dalam perjanjian

pengangkutan itu dia menutup perjanjian pengangkutan atas nama

sendiri, tetapi tetap dengan tanggungan si pengirim. Mengenai
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perjanjian yang bersifat komisioner ini diatur dalam bagian ke | Bab VV
KUHD dari pasal 76-80.

5. Perjanjian ekspedisi bersifat perjanjian penyimpanan (bewaargeving).
Dimaksudkan bersifat penyimpanan, karena adakalanya si ekspeditur
terpaksa melakukan penyimpanan barang-barang demi keselamatan

barang-barang tersebut sebelum diangkut oleh si pengangkut.

6. Perjanjian ekspedisi

NIVERS =
ek—;~dimana pihak  ekspeditlr | melakukan tindakan-

emiliki urusan

erhak atas suatu

Tentang pengusaha transpor tidak diatur di dalam KUHD atau undang-
undang lain. Baginya berlaku hukum kebiasaan perniagaan dan
yurisprudensi. Pengusaha transpor adalah orang yang bersedia
menyelenggarakan seluruh pengangkutan dengan satu jumlah uang
angkutan yang ditetapkan sekaligus untuk semuanya, tanpa mengikatkan

diri untuk melakukan pengangkutan itu sendiri.
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C. Makelar Kapal
Makelar Kapal ( cargadoor of scheepsmakelaar) adalah perantara di
bidang jual-beli kapal atau carter-mencarter kapal. Makelar kapal
bertindak atas nama pengusaha kapal. Makelar kapal mengusahakan agar

kapal dimuati,dibongkar dan diserahkan kembali kepada pengusaha

kapal.
Sifat hukum perbuata apal-yaitu:
AS ANDAL -
1. yanan berkala, sebab perbuatan itubaru: ,’ n, bilamana ada
‘ uatan.ittf_ adang kala saja,

=%

9
gusaha Kapal atau oleh

Agen Duane (convooiloper of Douane-agent) adalah perantara
perkapalan, yang dulu tugasnya mengusahakan sebuah kapal masuk
dalam rombongan kapal (convooi) tertentu. Tugasnya ialah
mengusahakan dokumen kapal yang dikenal dengan nama in-
danuitklaring, menyelesaikan dan membayar bea cukai dan lain-lain

perkerjaan pelabuhan.
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Sifat hukum perbuatan agen duane :

1. Pelayanan berkala, sebab hubungan kerja dengan pemberi kuasanya
tidak tetap, hanya kadang kala saja, bila dibutuhkan.

2. Pemberi kuasa, sebab agen-duane itu bertindak atas nama pemberi
kuasa. Siapa yang menjadi pemberi kuasanya, tergantung siapa yang

memberi amanat, apakah pengusaha kapal, pemilik barang, pencarter

dan lain-lainnya.

an adalah usaha yang
ditujukan pada penampungan dan penumpakan barang-barang
(warehousing) yang dilakukan dengan mengusahakan gudang-gudang,
lapangan-lapangan, dimana dikerjakan dan disiapkan barang-barang yang
diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk

diserahkan kepada perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, yang meliputi
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antara lain kegiatan: ekspedisi muatan, pengepakan, pengepakan
kembali, sortasi, penyimpanan, pengukuran, penandaan dan lainnya.
4. Charter Kapal
Pengertian charter kapal menurut para ahli:
1. H.M.N Purwosutjipto

“ Carter kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara

o~
al-leng 3 dengan peralatan

'd_an belautn a_de pihak pen’a_rr dan pencarter

telah setuju untuk melaksanakan

i
o/

perfimnpang empat tertentu”
alam pencar mﬁnuﬂﬁm disepakati_oleh penyewa dan

pemilik atau-kud

‘mengika o carter”

2. G. Kast

Carter kapa ara masing-masing pihak

yang bersangk

barang-barang,

a barang-barang apa
dan atau orang-orang mana yang akan diangkut. Pengusaha angkutan laut
adalah mereka yang menggunakan kapal untuk pengangkutan melalui
lautan, baik dijalankan sendiri dalam arti dia sebagai nakhodanya atau dia
mengangkat nakhoda dalam melaksanakan pengangkutan itu yang
mempunyai ikatan kerja dengannya, sesuai dengan isi pasal 320 KUHD

yang menyatakan: “ Pengusaha adalah dia yang memakai sebuah kapal
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guna pelayaran di laut dan mengemudikannya sendiri atau suruh
mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padanya”.
Pengusaha angkutan laut dapat juga terdiri dari orang-orang yang
mencarter suatu kapal laut, dan dia menyewakan lagi kepada penyewa
lainnya dalam hal ini dia pula yang mengangkat nakhoda kapal tersebut.

Bagi carter kapal laut berlaku ketentuan-ketentuan antara lain:

Scheepvaarverordening) Stb. 1936/703 jo Stb. 1937/445, Stb.

1937/609, Stb. 1940/62: Lembaran Negara 1956 No. 31, Lembaran
Negara 1958 No. 74.
Secara umum terdapat 2 macam carter kapal, yaitu:

a. Carter menurut waktu (time charter)
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Yang dimaksud dengan carter menurut waktu seperti yang disebutkan
dalam pasal 453 ayat 2 KUHD yang berbunyi :

“Time carter adalah suatu persetujuan percarteran dimana pihak
yang satu ialah pihak yang menyewakan kapal mengikatkan diri
untuk menyediakan sebuah kapal yang diisyaratkan untuk waktu
tertentu untuk pihak lain ialah pihak pemuat untuk mempergunakan
kapal tersebut bagi kepentingannya untuk pelayaran laut dengan
penggantian pemberian biaya yang dihitung menurut lamanya
kapal itu digunakan”.

b. Carter menurut

suatu harga pasti

merupakan bagian dari perjanjian pengangkutan.

2. Carter menurut perjalanan mengenai seluruh kapal atau
sebagian, sedangkan carter menurut waktu mengenai kapal

seluruhnya.

83.

% Victor Situmorang, Sketsa Hukum Laut Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1987, HIm 82-
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3. Carter menurut perjalanan biaya atau harga pengangkutan itu
sendiri, sedangkan carter menurut waktu biaya atau harga
menurut lamanya.

4. Carter menurut perjalanan resiko kelambatan dipikul oleh yang
mencarterkan, sedangkan carter menurut waktu resiko

kelambatan dipikul oleh orang yang mencarter.

5. Carter men jalanan__ upah

N‘VERSITAS ANDALA

an, sedangkan carter— | waktu upah
tolongan un ' -
E ~

pertolongan  untuk

1Ld
===

6. Carter apat.-menc karrl rter waktu dan
i -~ En iy
~ N ! .
~carter urut perjalanan dapat

[~

[
Lm\gngadakan DE uta ,tetap\i_ } ng bukan carter

>

menurut  wa da la mengada an. lcarter menurut

perjalanan yang

Disamping itu ada carter kapal yang berbentuk khusus yakni:
a. Bareboat Charter
Bareboat Charter merupakan penyewaan kapal tanpa

nakhoda dan anak buah kapal, jadi yang disewa hanya
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kapal saja sehingga pencarter yang harus memperlengkapi
kapal tersebut dengan nakhoda dan awaknya.

b. Trip Time Charter
Jika kapal hanya dicarter untuk 1 kali atau lebih 1 Kali
perjalanan, tetapi sewa carter didasarkan pada waktu.

Pencarter dapat menjadi pengangkut (carrier) atas barang-

barang_pihak-ketiga-dan_dapat pula menyewakan kapal
N‘VERSITAS ANDALAGH
dicarternya kepada pi ak -k :"‘n aik secara time

E_\\, charter ma o>

T

o~~~
~
ﬁa““
‘A“

-
N e
~ N

-~
' - beberapg jpele an ke 36\?4 atau beberapa

o

I Ji ‘daL satu atau dari

_ ~ pelabuhdhipemb an, tetapi ha}ny uk 1 trayek atau

gpada banyaknya

d Berth Charer, = 1 < 5

Jergune apat ditentukan

dengan pasti jenis dan banyaknya barang yang diangkut,

jenii dan banyaknya akan disebutkan sewaktu kapal
dilayani di dermaga (on the berth), yaitu pada waktu
pemuatan berlangsung.

e. Deadweight Charter
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Deadweight Charter tidak berbeda dengan voyage charter.
Apakah percarter berhasil mengisi ruangan kapal sehingga
penuh atau tidak, sewa carter tetap seperti yang
diperjanjikan.

f. Gross Charter

Dalam jenis carter ini, di dalam surat perjanjian carter

ditetapkan—bahwa emua_biaya kapal di pelabuhan,
N‘VERSITAS ANDA[ /

astk sewa pelabuhan sewa st f
a_me milik kapa,

L)
ole

1 oler emlh‘ kapal dalam
-~ s

I-" i -~~~ { ‘

iatas kapal, biaya

dah tentu biaya

i g Net Chalte

-

ini

~ Jenis caffie n dari gross c[i‘t r, dimana biaya

'/o aya tetap kapal.
‘-\,J

‘-u L ( A charter dalam gross

aya-biaya yang

) i‘iT‘ cl .m

h. Lumpsuum Charter
Jenis carter ini perhitungan besarnya sewa carter
ditentukan sebagai berikut: pencarter menyewa seluruh
ruangan kapal sesuai dengan yang dijanjikan dengan sewa
sejumlah uang tertentu yang merupakan jumlah yang tetap

(lumpsum). Apakah ruangan kapal yang tercarter tersebut
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diisi penuh oleh pencarter atau tidak, sewa carter untuk
pemilik kapal tetap sejumlah yang telah dijanjikan
sebelumnya.
Dalam suatu carter kapal, dibutuhkan suatu alat yang disebut
dengan Charter Party yang lazimnya memuat:

1. Nama kapal beserta seluk beluknya, yaitu DWT, DW Cargo,

Balespace a ecepatan kapal, pemakaian bahan

N\VERSITAS ANDALAS
se g penyerahan kapal

an-sebagainya.
ongkan.

DTN

=

F@mpat-..cja NG

~kembal
4

~Jenis an:.j iangkut (lawful

o
' merchandise

-
o -

/ Pe‘makalan k@pal ole arter (charte;reé)‘- uk tujuan yang

dimasuki.

7. Prosuder penyerahan surat pemberitahuan dari nakhoda atau
agen pemilik kapal kepada penyewa kapal yang isinya
menyatakan bahwa kapal siap memulai pembongkaran atau
pemuatan.

8. Sewa carter dan syarat-syarat pembayarannya.
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9. Syarat-syarat lain yang mengenai syarat tambahan (additional

clauses).

Semua ketentuan-ketentuan diatas umumnya ada dalam suatu
charter party tetapi tidak ada keharusan bahwa ketentuan tersebut
harus ada, karena para pihak dalam hal ini bebas untuk menentukan

isi dari perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Jadi bisa saja dalam

apa, ketentuan seperti yang
a adanyalpersesuaian dua

r1 Pemilik kap: U"orang g menyediakan

~ kapal atdll m pengangkutan di dalam perjanjian

W)

\ ‘ v ' dari  penyediaan
o ruang m J@J gkutan. barang-barang atau
‘Tum H’r’! NQ !!lg pencarter kapal disebut

dengan pencarter.

Ada juga para ahli yang memakai istilah pemilik kapal seperti
yang dipakai oleh Radiks Purba di dalam buku carter kapal:

“yang menjadi pihak pertama adalah pemilik kapal atau

pengusaha kapal yang menyewakan ruangan kapal

(shipowner) atau wakil-wakilnya (chartering brokers).
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Sedangkan yang menjadi pihak kedua adalah pengusaha
atau perusahaan negara atau pemerintah  yang
membutuhkan ruangan kapal (charteners) atau wakil-

wakilnya (chartering agents)”.*®

Di dalam mengadakan perjanjian tersebut, kadang-kadang para

pihak tidak bertemu muka secara langsung atau secara pribadi,

atau wakil-wakil

EZ

2

. C

- Dalam keadaar charter party ditanda

~
aka'terlebih dahulu

rkjéﬁi; oleh kedug age wakil itu,

' fote) dikirimkan

r)yang bersangkutan

% H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke 2 Hukum
Angkutan, Djambatan, Jakarta 1984, him.174.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Lahirnya Perjanjian Pengangkutan Antara PT. Semen
Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport
Perjanjian pengangkutan ini bersifat konsensuil, yang artinya

terjadinya perjanjian apabila telah ada persetujuan kehendak

dari kebutuhan masing-masing pihak. Dimana PT. Semen Padang

sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, yang wilayah
pemasarannya meliputi seluruh wilayah Sumatera, sebagian Pulau
Jawa sampai ke luar negeri seperti di Philipina, Singapura, Bangladesh
dan Maldive, sehingga untuk penyaluran produksi nya dibantu dengan

sarana transportasi.
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Adapun proses lahirnya perjanjian pengangkutan ini dilakukan
melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Pihak PT. Semen Padang menyampaikan surat permintaan
penawaran charter kapal semen curah kepada PT. Indobaruna Bulk
Transport melalui Biro Pengadaan Jasa untuk mengangkut hasil

produksi ke daerah pemasarannya.

2. Pihak PT. Indobaruna—Bulk__Transport mengajukan surat

[VERSITAS AND4

pe a'__:, eknis kapal semen cuira "fe-q-' Semen Padang
r{a mengajuk ' 3 stlme r Y,

~~
~

N _ :

3. |ro Distr ortasi- menge aluasi [penawaran dari
N e :

pihak PT ang spesifikasi kapal

hg ditawarkan £saf. N |

.

I,_:’oading dan Whloadi

semen curah) ke

0ses pembongkaran
J

#'. !]&l "'
KLDJAJAAN
b. datan U NG

.’5;\

BAN

Penentuan kecepatan kapal ini berpengaruh kepada waktu

tempuh yang dibutuhkan dalam pengangkutan semen untuk
mencapai tujuan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

4. Apabila spesifikasi kapal yang ditawarkan sesuai dengan yang

dibutuhkan oleh pihak PT. Semen Padang, maka PT. Indobaruna

Bulk Transport mengangkut hasil produksi ke daerah pemasaran
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yang ditentukan untuk 1 (satu) kali pengangkutan yang dibikin
dalam satu kontrak bernama Fitur Note.

5. Setelah pihak PT. Semen Padang bahwa kapal milik PT.
Indobaruna Bulk Transport sesuai dengan yang dibutuhkan, maka
akan dibuat perjanjian sewa jangka panjang, menggunakan jenis

perjanjian gross time charter.

bagian yang tidak terpisahkan.®’

B. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Semen Antara PT. Semen
Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport
Setiap perjanjian yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis

dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu

*’Wawancara dengan Bapak Winterman selaku Kepala Bidang Kontrak dan Perjanjian PT
Semen Padang.
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perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian.
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu, dan

d. Sebab yang halal

Sehubungan dengan-—perjanjian—pengangkutan semen antara PT.

NWERSITAS ANDA

Seme '-H-a dengan PT. Indoba ransport, pada

prins 1pﬁya telah meme ’Q yang dimaksud

4

i

perjanjian adalaif

dalam pasal 1

a. Syarat Sub

> }a pihak atau

jek yang mengadakan

e

adang (pihak pencharter) dalam hal

i abatannya sebagai

L.\ ill disebut sebagai

pihak: pe [ame u..r‘g- dengan.- P ' dobaruna Bulk
o KLDJAJA/\N W _
ercharter) ya iwaKili-oleh Krisman Bahar

Transport Kpik
dalam jabatannya selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas

nama PT. Indobaruna Bulk Transport, yang dalam perjanjian
charter disebut pihak kedua.

b. Syarat Objektif
Objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pencharteran kapal

milik PT. Indobaruna Bulk Transport untuk mengangkut semen
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curah milik PT. Semen Padang dari Pelabuhan Muat Teluk Bayur
Padang Sumatera Barat ke Pelabuhan Bongkar Belawan Sumatera
Utara dengan jangka waktu pemakaian kapal selama 5 (lima) tahun.

Perjanjian yang dibuat antara PT. Semen Padang dengan
PT. Indobaruna Bulk Transport berisi hak dan kewajiban yang

terdapat pada pasal 7 dan 8 Perjanjian Kerjasama No.

F Mengansuran luk yang% at dalam kapal
: ]l
-~ ™~ )

sebé 5-.?‘;:.“ ng ataut nggelam.

N e
NN

Ap an/é au hilang karena

kesalahant Pi

enjadi _tgr{ gung jawab dan

I. v

 beban PihdK| Ked

g

gsia

‘ v hapal ke wilayah

asions \-" ..... s. memberitahukan

fa persetujuz lebih—dahulu kepada Pihak

Kedua.

c. Tidak memindahtangankan pelaksanaan sewa menyewa
kapal kepada pihak lain, tanpa persetujuan lebih dulu dari

Pihak Kedua.
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d. Menyediakan dan melakukan pembayaran termasuk OPP,
OPT, PBM dan biaya-biaya pelabuhan lainnya kecuali
biaya-biaya lain.

e. Mengijinkan dan mengatur seperlunya agar tenaha kerja
Pihak Kedua pada saat melaksanakan pemeliharaan

dan/atau perbaikan kapal bebas memasuki wilayah kerja

dermaga yang

<

o

nahtiasa?ag r tetap terapung

[ layak Cogg -~
~
- ~a W
(a <_kandas, ba di Pelabuhan Muat
N e :
Lo T X o

apabila kapal tidak

bisa san@la dermaga ftidak ada, maka

waktu y@ng mu ibat tunggu két_e sediaan dermaga

‘ : “v". >
& » @u m@ apal serta menandatangani

"REDJAJAAN
acara yang dime

TN : L
T‘ Kbe g dalam-perjanjian ini

ii. mengawasi dan mengeluarkan ketentuan, peraturan

dan/atau teguran, yang berhubungan dengan safety di

pelabuhan khusus milik Pihak Pertama.

Dari penelitian yang saya dapatkan di PT. Semen Padang adalah semen
atau curah diantar ke gudang penyangga atau plan keseluruh perwakilan semen

padang, hasil produksi diasuransikan ke Jasindo dengan bayaran sekali
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pengangkutan, dan dalam sekali pengangkutan bisa sampai 30 BL (Bill Of
Lading) atau biasa yang disebut surat jalan.Biayanya tergantung dari
perwakilan. Nilai pertanggungan untuk curah dengan harga Rp 350.000 per
1000 ton, untuk sak Rp 550.000 per 1000 ton dan kantong Rp 140.000 per
1000 ton, setelah dapat hasil dari nilai pertanggungan nanti ditagihkan premi

sama Jasindo rate nya 0,06 dikali dari hasil nilai pertanggungan.

Bahwa kapal yang digunaka ang-dipe akan dalam wilayah Indonesia
= ‘VERSITAS ANDAL
yaitu menga ﬁ) si-sémen ke plan-plan~perwak

men padang di

seluruh Indonesia.

- ”~ - -~
Dalam hal melakuka emen, «pihak, semen padang hanya
Ny
N

menggunakan jasa pi

Mengenai te tang kondisi kg andar karepa adanya kapal

lain yang sa/ng bersandar it der dengan waktu yang muncul akibat
waktu tunggli ‘pihak sem b dengan membayar

V j biasanya Rp 60

juta perhari deng n ki a 0 -Q R] 4.“

2. ‘\ -' ,‘ m"

dumerik dan it

\

B2 \\h

Yy
a. Mengeluarkan ketentuan peraturan dan/atau memberikan
teguran kepada Pihak Kedua, apabila menurut Pihak
Pertama akan dan/atau terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan perjanjian ini dan/atau hambatan yang
mengakibatkan Pihak Pertama tidak bisa menggunakan

kapal.
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b. Mengeluarkan ketentuan, peraturan dan/atau memberikan
teguran kepada Pihak Kedua apabila menurut Pihak
Pertama akan dan/atau meimbulkan kerusakan, kecelakaan
dan atau kerugian di wilayah kerja pelabuhan Pihak
Pertama.

3. Pihak kedua berkewajiban untuk:

a.

‘VERSITAS ANDAL -
dak-memindahtangankanpeldksan sewa menyewa
epae : mengﬁl kapal lain atau
tan) erset uan lebih dulu

-

o
o~ >
I 2 B

an dan menyewakan kapal

-

Mempu

- sesuai <Etentual eraturan perunéj‘ undangan yang

‘_\

”ak" 41@ :»

harges (antarastair’ dang-fabuh, uang tambat,

(HSD & MFO), air

pandu dan tunda), agency fee, owner’s expenses, biaya
intensif di pelabuhan yang berhubungan kelancaran
pengurusan dokumen/ surat-surat kapal, biaya yang terkait
dengan crew kapal dan operasional kapal (lubrication oil,
spare part, dll), dan biaya operasional kapal pada

umumnya.
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f.  Agen yang ditunjuk oleh pihak kedua harus dapat bekerja
sama dengan Pihak Pertama.

g. Selama kapal dalam perbaikan, Pihak Kedua menyediakan
bahan bakar, air tawar, port charges, biaya operasional
kapal pada umumnya, termasuk untuk kepentingan

membawa kapal dari tempat kerusakan menuju tempat

an_da empat_perbaikan menuju pelabuhan

i-perintah Pihak Pert Intuk { rahkan kembali

: h. M § ‘engg erasikan kapal,

ﬁﬁa
~

aria un
‘ o

— an Anak Buah Kapal

(ABK), ke yaratan ,ya g sesuai dengan

e

- ketentual yang

=i

ga kerjanya, dan

atan kerja sesuai
\-f-“~\v,——”“t‘_2

~ kK te lan - da l><l1.1 Jndang-undangan yang
KLDJAJAAN =
o‘i:‘ C .f \J el

@
T Hétls saat melakukan

kegiatan di pelabuhan Pihak Pertama.

j. - Menanggung biaya perbaikan, kerugian dan semua risiko
yang timbul apabila terjadi kerusakan dan/atau kecelakaan
pada kapal dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua sendiri pada
saat kapal beroperasi dan/atau melakukan kegiatandi

pelabuhan.
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k. Menanggung kerugian dan semua risiko yang timbul
apabila Pihak Kedua melalaikan dan/atau tidak memenuhi
jaminan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian ini.

I.  Memelihara ketertiban dan keamanan di wilayah Kkerja

pelabuhan Pihak Pertama dan pelabuhan lainnya.

m. Melaporka abl—memberitahukan kepada pejabat
N‘VERSITAS ANDAL

' _’ gdittnjuk Pihak Pertama pada yerahkan kapal
engan operasional kapal.

“a“

.l :
‘ ik kepada Pihak Pertama mengenai

r dan semua

i:‘n. L3

-~
_~ NN

g— atau kegiatan lainnya

yang e : Pertama;  tidak  dapat

e

/.-:f' menggufiakan wajib disampaikan selambat-
" 3 i 3 3 )

kecuali apabila

v a -tiba yang secara

ewa u-‘ da ahui sebelumnya.

K\,DJAJA/\N
\Nema dan nent s

’r
N
0- r

éntuan, peraturan, perintah
dan/atau teguran yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh
Pihak Pertama.

p. Mempunyai prosedur dalam melakukan pencegahan dan
penanggulangan dampak penting terhadap lingkungan

sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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g. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Kedua
mempunyai hak mengganti tenaga kerja di kapal dengan
tenaga kerja lain selama hal tersebut tidak mengganggu
penggunaan kapal, termasuk penggantian atas permintaan
Pihak Pertama.

4. Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran berdasarkan

ketentuan dalam-pe

an-yang Timbul Dalam Proses’Perjanjian dan Upaya

keterlambatan ke pihak tercharter.

b. Kerugian bagi pihak pencharter apabila ada kenaikan bahan
bakar yang berpatokan dengan harga BBM Pertamina, maka
harga charteran secara otomatis menjadi naik.

2. Bagi pihak PT. Indobaruna Bulk Transport permasalahan yang

dihadapi adalah tercharter menanggung semua biaya seperti biaya
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BBM dan biaya operasional lainnya sebelum biaya tersebut
dibayarkan oleh pihak pencharter dengan memberikan dokumen
berupa :

a. Kwitansi/Invoice

b. Faktur Pajak Asli

c. Foto kopi Surat Perjanjian Kerja Sama

d. Foto kopi Surat Pengukuhan-Pengusaha Kena Pajak
NWERSITAS ANDA

|Kopi~Surat Pemberitahuan™ a! jak/Kuasa yang
enang mena P‘a_i]é serta tanda terima

dari KK
4

EOR(
. E?[ga bahan Hakar B ]
Perhitungan BA M fjustment Factor).

sejak tanggal piha p/na1 er menerima dokumen tagihan yang

dinyatakan lengkap dan benar oleh Biro Akuntansi Keuangan.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa lahirnya perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang
dengan PT. Indobaruna Bulk Transport dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT.

Semen Padang untuk menyalurkan produksinya ke berbagai daerah dengan

menggunakan jasa pengangkuta pal-yang mempunyai spesifikasi khusus,

NWERSITAS ANDA[
sehingga . 1dobaruna Bulk Transport™ mengdj 'TEanT'

rat Penawaran

7 y engangkut hasil

muat semen Indonesia

sistem Gro an kesepakatan

kerjasama, P ...\/____.,, / Indobaruna Bulk

Transport J *m. ‘m U e curah (tramper) untuk

ar \(‘ DJAIA/\N .
mengetahui apakdhfkag dengan sp A8i'yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang
dengan PT. Indobaruna Bulk Transport dilaksanakan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang isinya
memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, biaya charter,
wilayah tujuan pengangkutan, jangka waktu perjanjian, ganti rugi akibat

yang timbul dari kelalaian salah satu pihak yang menyebabkan kerugian
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bagi pihak lainnya, pemutusan dan pembatalan perjanjian, dan cara
penyelesaian perselisihan.

3. Permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian serta upaya
penyelesaiannya adanya kerugian dari pihak pencharter, karena apabila saat
kapal tidak bersandar akibat adanya kapal lain, pihak pencharter harus

membayar sejumlah uang ke pihak tercharter. Selain itu kerugian yang

ditimbulkan dari pihak penc adalah_apabila terjadi kenaikan harga
- NNERSITAS ANDAL
bahan bakar maka—secara otomatis harga ehal Q_ juga akan naik.

Sedangka ?'bégi pihak P B Transﬁ_ﬁr mereka harus

menanggung semus |_bahanpbakar, dan blaya operasional
‘ ~

o~ NN

lainnya sebelum bi k PT. Semen Padang

dengan m rhberikan dokupme gkap dan henar.

B. Saran

£

1. Dalam set mbangan antara

kedua bel -Vw-r- ntungkan ataupun

dirugikan.

2w 3 4

2. Pelaksanaan perjanjia

&r kapal antaraPE./ Sere 'adang dengan PT.
Indo Baruna Bulk Transport, yang dilakukan sesuai dengan dokumen
perjanjian yang dimana seharusnya PT. Indo Baruna Bulk Transport
melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan dapat diminimalisir, dengan
demikian kerjasama yang ada akan saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak.
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. PT. Semen Padang maupun pihak pengangkutan dalam hal ini PT.
Indobaruna Bulk Transport dalam hal pengiriman barang, keduanya
haruslah memenuhi tanggung jawab, baik yang bersifat kewajiban maupun
ganti rugi. Karena tidak terpenuhinya tanggung jawab tersebut bagi salah
satu pihak akan bersifat fatal. Disini PT. Indobaruna Bulk Transport terlebih

dahulu menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam perjanjian

pengangkutan ini yang nantin
UNIVER
= . ;"" -—

‘‘‘

Padang.
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